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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian pembatalan 
perkawinan dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian 
dan putusan terhadap pembatalan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode 
Pendekatan normatif dan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Jenis penelitian 
deskriptif. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan 
kualitatif. Dalam adanya pembatalan perkawinan ini adalah  memutuskan hubungan 
kekeluargaan atau nasab diantara keduanya yaitu antara sang suami dengan sang istri 
dan membatalkan akta nikah yang telah diterbitkan oleh pihak terkait. Pembatalan 
perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta menimbulkan adanya semacam 
akibat hukum dari hubungan antara sang suami dan sang istri yaitu putusnya hubungan 
antara sang suami dengan sang istri dan kembalinya status mereka seperti semula. Dalam 
proses pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Surakarta, sudah 
dilakukan sebagaimana mestinya, dari pemohon yang mengajukan tuntutannya hingga 
jawaban-jawaban dari pihak terkait juga sudah dibacakan sehingga terbuatlah sebuah 
putusan dari Hakim, sebagai contoh dalam keputusan Pengadilan Agama Surakarta 
Nomor 0033/PDT.G/2015/PA.Ska. 
Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Perkawinan, Janin dari Orang Lain 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine how the settlement process of marriage 
annulment and know the consideration of evidence and the judge in determining 
the verdict on marriage annulment. This study uses normative approach and using 
a qualitative approach. Kind of descriptive research.Data analysis methods used 
by the author is a qualitative approach. In the annulment of marriage is decided 
kinship or nasab between them which is between the husband with the wife and 
annul the marriage certificate that has been issued by the relevant authorities. 
Cancellation of marriages taking place in court a] Religion Surakarta gave rise to 
a kind of legal consequences of the relationship between the husband and the wife 
are broken relationship between husband and wife and the return of their original 
status. In the process of annulment of marriage in Surakarta Religious Court, has 
been done as it should be, of the applicant who filed hinga demands answers from 
related piha also been read so terbuatlah decision of the judge, as an example of 
Surakarta Religious Court decision No. 003 / PDT.G / 2015 / PA.Ska. 







Manusia telah diciptakan oleh Tuhan yang mana terdiri dari dua jenis 
kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan, sudah pasti telah menjadi 
kodratnya bahwa diantara dua jenis itu untuk saling berpasangan dan membentuk 
sebuah keluarga, maka untuk memenuhi niat itu semua dapat disalurkan secara sah 
melalui ikatan perkawinan. Perkawinan diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 
1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan Perkawinan ialah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa). 
Tuhan menciptakan keduanya dengan maksud untuk membuat sebuah 
keluarga sebagai pasangan suami isteri yang sakinah, mawadah, dan warahmah 
seperti dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991) 
meyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad 
yang kuat (mistaqan ghalidan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 
yang sakinah, mawadah, rahmah. Selain itu tujuan pernikahan adalah untuk 
mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang 
bersangkutan, keluarga dan masyarakat.
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Perkawinan akan sah apabila akad atau perjanjiannya telah terpenuhi. 
Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua 
belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu 
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Terdapat  beberapa syarat-syarat dalam melakukan perkawinan itu yaitu:
3
 
(1) Syarat akad maksudnya yang terkait dengan kesempurnaan rukun atau prinsip 
perkawinan. Syarat ini tersimpul dalam beberapa syarat yang ditujukan kepada 
kedua belah pihak serta yang terdapat dalam ijab qabul; (2) Syarat harus 
disempurnakan berdasarkan susunan akad. Jika salah satu persyaratan itu tidak 
terpenuhi, maka perkawinan dianggap rusak; namun mayoritas ulama mengatakan 
batal, syarat ini mencakup sepuluh macam yakni dihalalkan pada waktu berikutnya 
seperti mengawini dua bersaudara setelah salah satunya meninggal, atau dihalalkan 
sejak awal seperti bagi yang bukan mahram; tidak dibatasi oleh waktu tertentu; ada 
saksi; keduanya sama-sama rela; jelas identitasnya; bukan ketika ihram; ada 
mahar; berakad tidak secara diam-diam; salah satu pihak tidak berpenyakit yang 
menyebabkan kematian; ada wali; (3) Syarat yang berkaitan dengan tidakan kedua 
belah pihak yang terkait dengan keabsahan akad. Jika salah satu syarat tidak ada, 
maka menurut Hanafi dan Maliki perkawinan itu ditangguhkan. Persyaratan itu 
mencakup lima hal, yakni keduanya punya kewenangan bertindak untuk 
melakukan akad; suami bebas bertindak atas dirinya sendiri; harus ada penjelasan 
keizinan wali dekat sebelum dilimpahkan kepada wali jauh; jika berwakil, maka 
yang menerima wakil harus menjalankan tugasnya menurut kehendak yang 
mewakilkan; tidak sah akad bagi perempuan yang tidak mempunyai wali; 
(4)Syarat lazim, syarat ini terkait dengan kelestarian akad. Jika salah satu tidak 
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ada, diserahkan kepada kedua belah pihak untuk meneruskan perkawinan. Syarat 
ini mencakup tiga hal, yakni jika ayah atau kakek tidak berwenang bertindak 
karena kurang waras, lalu dikawinkan oleh saudara atau paman, atau dikawinkan 
dalam masa kecil, maka keduanya boleh melakukan fasakh ketika halangan itu 
berlalu; kedua belah pihak harus setara; suami bebas dari cacat yang 
menyengsarakan istri, seperti pengibiran, impotensi dan sejenisnya. 
Perkawinan dalam hukum islam sah apabila telah dilakukan sesuai dengan 
Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam 
Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan menjadi batal apabila 
dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam. 
Sehubungan dengan masalah diatas, Undang-undang  No 1 Tahun 1974 
tidak menjelaskan secara terinci tentang pembatalan perkawinan karena seorang 
wanita yang telah memiliki janin dari orang lain, melainkan Undang-undang 
Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah 
sangka terhadap diri suami atau isteri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) 
yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan ke Pengadilan Agama. 
Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak 
memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan 
dilangsungkan karena adanya unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri 
suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 
Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan 





perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka 
mengenai diri suami atau isteri. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah proses 
penyelesaian pembatalan perkawinan? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan 
karena istri telah memiliki janin dari orang lain? Dan (3) Apa akibat hukum yang 
timbul setelah pembatalan perkawinan diputus oleh Hakim? 
 Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana proses 
penyelesaian pembatalan perkawinan (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam memutus perkara pembatalan perkawinan (3) Untuk mengetahui akibat 
hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan. 
 Manfaat penelitian ini adalah: (1) Dapat diketahui hubungan hukum serta 
akibat hukum yang timbul dari adanya pembatalan perkawinan. (2) Dapat 
diketahui proses penyelesaian pembatalan perkawinan. (3) Memberikan 
sumbangan pemikiran terhadap masyarakat terutama dalam pembagian harta 
warisan. 
 Secara metodologis, metode pendekatan yang digunakan adalah 
Pendekatan normatif. Pada metode penelitian hukum normatif ini, dimaksudkan 
sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang 
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Jenis kajian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang 
bersifat Deskriptif. Metode Deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh 
gambaran dan penjelasan yang dapat memberikan data sedetail mungkin tentang 
obyek yang diteliti yakni proses penyelesaian pembatalan perkawinan terhadap 
istri yang telah memiliki janin dari orang lain di Pengadilan Agama Surakarta. 
Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
Pengadilan Agama Surakarta yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis 
susun, sehingga memudahkan dalam pencarian guna memperoleh data. 
 Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Data primer, 
Merupakan sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan 
melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil 
penelitian lapangan di Pengadilan Agama Surakarta. Dan (2) Data sekunder, 
Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-
buku, artikel, dan dokumen-dokumen internet yang berkaitan dengan objek 
penelitian dari skripsi. 
 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu: (1) Studi 
kepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari dan 
menginventaris buku-buku dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
ada hubungannya dengan pokok permasalahannya. (2) Studi lapangan (observasi), 
pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau tempat dimana 
objek berada, guna mendapat data primer yang disesuaikan dengan sumber-sumber 
pada data kepustakaan dalam tahap awal. Dan (3) Wawancara, pengumpulan data 





pertanyaan untuk memperoleh data-data primer
5
. Wawancara yang dilakukan 
dengan Pihak Pengadilan Agama Surakarta. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Proses Penyelesaian Pembatalan Perkawinan Terhadap Istri Yang Telah 
Memiliki Janin Dari Orang Lain 
 
Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan surat 
tertanggal 08 Januari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 
Surakarta dengan Nomor Register 0033/Pdt.G/2015/PA.Ska. Permohonan 
Pemohon ini adalah mengenai pembatalan perkawinan antara Pemohon dan 
Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota 
Surakarta (Turut Termohon) pada tanggal 24 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan 
Akta Nikah No. XXX tertanggal 24 Agustus 2014. Permohonan pembatalan 
perkawinan yang diajukan oleh Pemohon ini sebenarnya adalah didasari atas 
adanya penipuan identitas jati diri yang dilakukan oleh Termohon, yaitu Termohon 
telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah dengan Pemohon. Dan kehamilan 
Termohon bukan dari hasil hubungan antara Pemohon dengan Termohon 
melainkan dengan lelaki lain. Pada awalnya sebelum menikah, Pemohon dan 
Termohon telah berpacaran + 1 tahun, dan selama itu hingga menikah Pemohon 
dan Termohon belum pernah sekalipun melakukan hubungan layaknya suami istri. 
Baru setelah menikah, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami 
istri. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua 
Termohon di Mojosongo, Kota Surakarta. Kemudian, pada malam hari tanggal 3 
Oktober 2014, Termohon minta ijin kepada Pemohon yang saat itu sedang 
                                                             





mengurus qurban di masjid untuk menemani temannya pergi membeli sepatu untuk 
anaknya. Dan keesokan harinya Termohon mengatakan kepada Pemohon yang 
pada saat itu tidak berada di rumah, akan pergi ke dokter kandungan untuk 
melakukan periksa kehamilan karena Termohon merasa dirinya hamil. Pemohon 
berkeinginan untuk menemani Termohon pergi ke dokter kandungan dan akan 
segera pulang. Namun Termohon menolak ditemani dengan alasan sudah ada 
teman yang menemani. 
Ketika Pemohon pulang ke rumah, Termohon mengatakan kepada Pemohon 
bahwa dirinya sudah hamil. Namun, saat Pemohon menanyakan kepada Pemohon 
soal hasil USG dan keterangan dokter kepada Termohon, Termohon selalu 
menghindar dan mengatakan lupa menaruhnya dimana. Hal ini kemudian membuat 
Pemohon penasaran, sehingg pada malam hari senin 6 Oktober 2014 Pemohon 
bersama temannya mendatangi dokter kandungan tempat istrinya memeriksakan 
dirinya. Karena dokter yang bersangkutan sedang berada di Surabaya, maka 
Pemohon menemui dokter kandungan yang satunya (dokter praktek bersama) 
untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan istrinya. Selain itu diketahui ternyata 
Termohon tanggal 3 Oktober malam. 
Meskipun Termohon tidak memberitahukan hasil USG kandungannya kepada 
Pemohon, namun Pemohon mempunyai foto hasil USG kandungan Termohon dari 
akun facebook milik Termohon yang diunduh oleh kakak Pemohon, karena 
Termohon memasang foto kandungannya di facebook miliknya. Setelah dikroscek 
dengan dokter kandungan tersebut dengan menunjukkan foto janin Termohon yang 
disimpan di handphone Pemohon, diketahui bahwasannya usia janin Termohon 





pernikahan Pemohon dan Termohon baru 5 minggu sejak tanggal 24 Agustus 
2014. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2014, setelah Sholat Ied 
Pemohon tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama dan memilih pulang 
kerumah orang tua Pemohon. 
Beberapa hari setelahnya, Termohon berkirim pesan lewat sms kepada 
Pemohon menanyakan keberadaannya. Pemohon mengatakan jika dia sudah 
pulang ke rumah orang tuanya. Di dalam sms nya, Pemohon menanyakan perihal 
usia kandungan Termohon yang sudah 14 minggu padahal usia pernikahan baru 
berjalan 5 minggu. Setelah didesak, akhirnya Termohon mengakui bahwa ayah 
dari janin yang dikandungnya bukan Pemohon, tetapi laki-laki lain. Termohon juga 
mengatakan Pemohon tidak perlu tahu siapa ayah dari janin yang dikandungnya. 
Termohon justru meminta Pemohon untuk merahasiakan persoalan ini dan untuk 
tetap meneruskan pernikahan keduanya selama mnimal 2 tahun, dengan 
pertimbangan kesehatan ibu Termohon dan supaya Termohon bisa mencari 
kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Namun Pemohon dengan tegas menolak 
permintaan Termohon tersebut. 
Pada pertengahan Oktober 2014, Pemohon menemui bapak Termohon di 
bengkelnya dan menceritakan kejadian sebenarnya antara Pemohon dan Termohon. 
Sikap bapak Termohon bisa menerima kejadian tersebut dan mengatakan bahwa 
anaknya yang berbuat salah. Kemudian, pada Minggu pagi tanggal 16 November, 
Pemohon bersama kedua orang kakak laki-lakinya mendatangi rumah orang tua 
Pemohon untuk mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, sekaligus untuk 
mengambil pakaian serta motor Pemohon yang ditinggal di sana. Untuk 





Pertama, surat: (a) Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan 
Termohon yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan 
aslinya yang kemudian diberi tanda P.1; (b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk 
Pemohon yang telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan 
aslinya yang kemudian diberi tanda P.2; (c) Foto copy Kartu Tanda Penduduk 
Termohon yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan 
aslinya yang kemudian diberi tanda P.3; (d) Foto copy printout facebook yang 
telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang 
kemudian diberi tanda P.4; (e) Foto copy Surat Keterangan Dokter yang telah 
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang 
kemudian diberi tanda P.5; 
Kedua, saksi: (a) XXX bin XXX, umur 31 tahun, di bawah sumpah telah 
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: dalam 
keterangannya saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon 
karena saksi sebagai teman dan guru ngaji Pemohon. Saksi mengetahui Pemohon 
dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada bulan Agustus 2014. Saksi 
juga mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di 
rumah orang tua Termohon tidak sampai dua bulan kemudian pisah rumah karena 
Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Saksi mengetahui bahwa sekarang 
Termohon telah hamil tetapi tidak mengetahui berapa usia kehamilannya. Dan 
saksi mengetahui, Pemohon ingin membatalkan pernikahannya dengan Termohon 
karena Pemohon mempermasalahkan usia kehamilan Termohon yang lebih dulu 
dari pada pernikahannya. (b) XXX bin XXX, umur 38 tahun, telah memberikan 





Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon. Saksi 
mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada bulan 
Agustus 2014. Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon 
bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Mojosongo sekitar 
satu bulan setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Saksi juga 
mengetahui, penyebab pengajuan pembatalan nikah ini karena Pemohon kecewa 
setelah mendapat keterangan kehamilan Termohon waktu itu telah berusia 14 
minggu sementara pernikahannya baru 5 minggu; 
Karena perkara ini pada pokoknya didasarkan karena adanya penipuan atau 
salah sangka dan berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah terbukti perkawinan 
Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2014 dan perkara 
ini diajukan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada 
tanggal 8 Januari 2015 sehingga jarak antara pelaksanaan perkawinan dengan 
pengajuan perkara belum lewat 6 bulan oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum 
Islam, perkara ini dapat diterima. Fakta yang terungkap dalam persidangan adalah 
pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan Termohon dalam 
keadaan hamil. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan juga pada saat dilangsungkan aqad nikah, 
Termohon tidak menerangkan kepada Pemohon kalau Termohon telah dalam 
keadaan hamil, dan kehamilan Termohon tersebut bukan dari hasil hubungan 
antara Pemohon dan Termohon. Saksi juga menerangkan jika Pemohon dan 





Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada saat dilangsungkan aqad 
nikah/perkawinan Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon telah dalam 
keadaan hamil akibat hubungannya dengan laki-laki lain dengan demikian patut 
dinyatakan adanya salah sangka dariPemohon terhadap diri Termohon saat aqad 
nikah/perkawinan dilaksanakan. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis 
berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya 
dengan Termohon telah cukup alasan dan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut 
untuk dikabulkan.Pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan 
pada duduk perkara yang telah diajukan selain itu juga berdasarkan pada alat bukti 
yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. 
Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian dan Putusan 
Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Istri Telah Memiliki 
Janin Dari Orang Lain 
 
a. Pertimbangan Hakim dalam Menetukan Pembuktian 
Pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 0033/Pdt.G/2015/PA.Ska lebih 
menitik beratkan pada pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga dalam 
putusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Dalam 
mempertimbangkan pembuktian, Majelis Hakim memang berpihak pada 
pembuktian Pemohon, karena memang tidak ada pembuktian dari Termohon 





telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Terbukti saat 
dilangsungkan aqad nikah/perkawinan Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon 
telah dalam keadaan hamil akibat hubungannya dengan laki-laki lain, sehingga 
dalam putusan nomor: 0033/Pdt.G/2015/PA.Ska terjadi adanya salah sangka dari 
Pemohon terhadap diri Termohon saat aqad nikah/perkawinan dilaksanakan. 
Pada pertimbangan pembuktian, hakim menilai kebenaran berdasarkan bukti 
otentik yang dimiliki Pemohon yakni bukti P.1 Kutipan Akta Nikah Pemohon 
dengan Termohon dan bukti P.5 Surat Keterangan Dokter. Surat Keterangan 
Dokter tersebut menerangkan bahwa pada 3 Oktober 2014 kehamilan Termohon 
telah berumur 14 minggu yang berarti pada tanggal 24 Agustus 2014 saat 
pelaksanaan aqad nikah/perkawinan antara Pemohon dan Termohon kehamilan 
Termohon telah berumur sekitar 9 minggu. 
b. Putusan Majelis Hakim 
Dalam perkara Nomor 0033/Pdt.G/2014/PA.Ska, hakim menjatuhkan putusan 
verstek, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah 
berulang kali dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain 
datang sebagai wakilnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu 
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang 
berdasarkan hukum dan beralasan. 
Putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tanpa 
hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 (3) jo 129 
HIR/149 (3) jo 153 RBg. Putusan Majelis Hakim Nomor 0033/Pdt.G/2014/PA.Ska 
adalah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan batalnya 





tanggal 24 Agustus 2014 di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, sehingga Akta 
Nikah beserta Kutipannya Nomor: XXX tanggal 24 Agustus 2014 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta tidak 
mempunyai kekuatan hukum. Hakim melihat bahwa apa yang dijadikan dasar 
permohonannya sesuai dengan fakta yang ada dan tidak mengada-ada. 
Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik itu bukti berupa 
surat maupun keterangan saksi-saksi yang ada, maka Majelis Hakim telah 
menemukan fakta-fakta dipersidangan yang ada pada pokoknya bahwa dalam 
pernikahan Pemohon dengan 24 Agustus 2014 pada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta terdapat penipuan mengenai diri istri yang 
dilakukan oleh Termohon. termohon telah dengan sengaja menyembunyikan 
keadaan dirinya yang sesungguhnya telah hamil dengan lelaki lain sebelum 
menikah dengan Pemohon. Keadaan yang demikian menjadikan perkawinan yang 
seharusnya dilandasi dengan saling mempercayai menjadi hambar, sehingga tujuan 
rumah tangga yang seharusnya sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak terwujud 
keberadaannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. 
Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Pembatalan Perkawinan Diputus Oleh 
Hakim 
 
Akibat hukum setelah perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri 
istri itu batal adalah masing-masing pihak kembali pada posisi semula, jadi 
perkawinan yang sudah berlangsung dianggap tidak pernah ada. Dalam perkara 
pembatalan perkawinan dengan nomor perkara 0033/Pdt.G/2014/PA.Ska, terdapat 





Pertama, akibat hukum terhadap suami-istri. Pembatalan perkawinan antara 
Pemohon dan Termohon tentunya menimbulkan akibat hukum, yaitu diantara 
keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan dan Akta Nikah Nomor XXX 
atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta tertanggal 24 Agustus 2014 tidak berkekuatan 
hukum. Namun, putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap 
Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta 
bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain 
yang lebih dahulu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) butir b 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974. 
Kedua, akibat hukum terhadap anak. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) butir a 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut 
terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun, karena 
dalam kasus ini sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah hamil hasil 
hubungan dengan laki-laki lain maka keputusan tersebut berlaku surut terhadap 




Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan yang bersumber pada 
teori ataupun yang bersumber dari data yang penulis kumpulkan, maka penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
Proses penyelesaian pembatalan perkawinan terhadap istri yang telah 
memiliki janin dari orang lain telah dilakukan sebagaimana mestinya yang telah 





pemohon hingga ke tahap-tahap selanjutnya dan sampailah pada puncaknya yaitu 
berupa putusan dari Majelis Hakim. 
Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan, ialah 
sebagai berikut: 
Pertama,  pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara 
pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri.Alat bukti 
yang diajukan oleh pemohon adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti 
yang diajukan oleh pemohon tersebut menguatkan dalil-dalil dari pemohon. 
Sedangkan termohon tidak membantah dalil-dalil dari pemohon karena termohon 
tidak pernah menghadiri persidangan. Dan turut termohon tidak pula membantah 
dalil-dalil dari pemohon. 
Berdasarkan kesimpulan dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat 
ditarik kesimpulan bahwa bukti sudah menguatkan dalil-dalil dari Pemohon. Dapat 
dilihat dari bukti-bukti dari pemohon tersebut di atas maka telah terbukti bahwa 
dalam perkawinan antara pemohon dan termohon telah terjadi penipuan yang 
dilakukan oleh termohon dimana termohon telah hamil terlebih dahulu dengan 
laki-laki lain sebelum menikah dengan pemohon. Terbukti dari perbandingan usia 
perkawinan pemohon dengan termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 
XXX tertanggal 24 Agustus 2014 dan surat keterangan dokter tanggal 3 Oktober 
2014 dapat diketahui bahwa usia janin Termohon sudah berusia 14 minggu sejak 
tanggal 3 Oktober 2014, sedangkan usia pernikahan Pemohon dan Termohon baru 
berusia 5 minggu sejak tanggal 24 Agusutus 2014. Maka terdapat selisih 9 minggu 





bahwa ketika Termohon melangsungkan perkawinan dengan Pemohon, Termohon 
sudah dalam keadaan hamil hasil hubungannya dengan laki-laki lain. 
Kedua, pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara 
pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri. Dalam 
putusannya hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang Pemohon ajukan. Karena 
Termohon tidak pernah datang ataupun mewakilkan kepada orang lain untuk 
menghadiri persidangan sehingga tidak ada bukti yang diajukan oleh Termohon 
dan tidak ada pula bantahan dari Termohon terhadap dalil-dalil atau bukti-bukti 
yang diajukan oleh Pemohon. Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan 
putusan verstek karena termohon tidak pernah hadir di persidangan. Majelis hakim 
memutuskan mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan, hal ini sudah 
sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan 
tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan 
beralasan. 
Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang diputuskan dan ditetapkan 
oleh Pengadilan Agama Surakarta menyangkut status suami isteri yang melakukan 
perkawinan tersebut dan anak. Akibat hukum terhadap status suami isteri adalah 
pernikahan dianggap tidak pernah ada sehingga kedua belah pihak kembali ke 
posisi semula. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) butir b Undang-
undang No. 1 Tahun 1974. Adapun akibat hukum terhadap anak berlaku surut 
karena anak yang dikandung oleh Termohon merupakan anak luar kawin yang 
merupakan hasil hubungan dengan laki-laki lain. Sebagaimana tercantum dalam 







 Pertama, Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya agar lebih 
memperhatikan hal-hal yang secara teknis serta lebih teliti dan cermat dari orang-
orang yang ingin melaksanakan perkawinan bagaimanakah asal-usul atau latar 
belakang dari pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan. 
Kedua, setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang hendak 
melaksanakan perkawinan hendaklah selektif untuk memilih calon pasangan hidup, 
yakni mengetahui dengan jelas latar belakang calon suami atau calon isterinya, 
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